BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 34 TAHUN 2015

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,

bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Pendamping
Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2015, serta mempelancar proses belajar mengajar di
Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana
Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta
Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015;

1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
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11.
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Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5105);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapakai terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengelolaan Dana BOS;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 161 tahun
2014, tentang Petunjuk teknis Penggunaan dan
Pertanggungjawaban keuangan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) tahun 2015;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran daerah Kabupaten sidoarjo tahun 2014
Nomor 3 Seri A);
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19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 10 tahun 2015;

20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 tahun 2014, tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten
Sidoarjo tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal I

Ketentuan Bab II Prosedur dan Pelaksanaan dalam lampiran Peraturan
Bupati Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis
Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping Bantuan Operasional
Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 18, diubah
sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo

Pada tanggal 6 Agustus 2015

BUPATI SIDOARJO,
ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 34 Tahun 2015
TANGGAL : 6 Agustus 2015
PETUNJUK TEKNIS

PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2015

BAB II
PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

A. Pengalokasian Anggaran

1. Alokasi anggaran berlaku 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Jumlah Murid
Semester II Tahun pelajaran 2014-2015, yang penggunaan tercantum pada
rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);

2. Untuk Sekolah SD,SMP Negeri Penetapan Alokasi ditetapkan oleh kepala Dinas
Pendidikan, sedangkan SD,SMP swasta dan Madrasah penetapan oleh Surat
Keputusan Bupati;

3. Alokasi Anggaran untuk lembaga SD,SMP Negeri melekat Pada DPA-SKPD
Dinas Pendidikan yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang jasa dan
modal, sedangkan SD,SMP Swasta dan Madrasah melekat pada pos bantuan
DPA-SKPD Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

B. Penyaluran Dana

Dana BOS kabupaten disalurkan setiap tribulan (tiga bulan)

1. Tribulan pertama (Januari — Maret) dilakukan usulan pencairan setelah BOS
reguler dicairkan;

2. Tribulan kedua (April — Juni) dilakukan usulan pencairan setelah BOS reguler
dicairkan;

3. Tribulan ketiga (Juli — September) dilakukan usulan pencairan setelah BOS
reguler dicairkan;

4. Tribulan keempat (Oktober — Desember) dilakukan usulan pencairan setelah
BOS reguler dicairkan.

Beberapa ketentuan tambahan Terkait dengan masalah penyaluran dana yang

sering terjadi adalah sebagai berikut :

1. Jika terjadi kelebihan penyaluran yang dilakukan oleh BUD bagi sekolah swasta
dan Dinas Pendidikan bagi sekolah negeri ke sekolah akibat kesalahan data,
maka kelebihan dana tersebut harus dikembalikan ke kas daerah, dan
melaporkan kelebihan dana tersebut ke Dinas Pendidikan;

2. Bilamana terdapat sisa dana pada akhir tahun anggaran, maka dana tersebut
harus dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

C.Pengambilan Dana
1. Pengambilan dana BOS Kabupaten dilakukan oleh Kepala Sekolah dan bendahara
BOS sekolah dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan sekolah di Bank
Jatim. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui persetujuan/ rekomendasi dari
pihak manapun;
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2. Dana BOS kabupaten dalam suatu periode tidak harus habis dipergunakan pada
periode tersebut. Besar penggunaan dana tiap bulan disesuaikan dengan
kebutuhan sekolah sebagaimana tercantum dalam Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah (RKAS).

D.Penggunaan Dana
Tata cara penggunaan Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) SD Negeri dan Swasta, SDLB Negeri dan Swasta, MI Negeri dan Swasta,SMP
Negeri dan Swasta, SMPLB Negeri dan Swasta, SMP Terbuka Negeri dan Swasta, dan
MTs Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. SD, SMP Negeri

No Kom?onen Item Pembiayaan Penjelasan
Pembiayaan
1 | Kegiatan - PAKEM SD - ATK, cetak, foto copi,
pembelajaran - Pengembangan Kontekstual pemberian lembur
(SMP) - Kegiatan yang tidak di biayai
- Pengembangan Pendidikan oleh Bos Reguler
Karakter - Konsumsi rapat pembinaan
- Pembelajaran remedial guru dan tenaga
- Pembelajaran Pengayaan administrasi berupa snack
- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang
berlaku
2 | Pembinaan dan | - Krida ; Meliputi | - Konsumsi, ATK, cetak, sewa
kegiatan ekstra Kepramukaan, Latihan kendaraan, dokumentasi,
kurikuler siswa Dasar kepemipinan (LDKS), sewa tempat, sewa
Palang Merah Remaja (PMR), peralatan, Nara sumber,
Pasukan Pengibar Bendera pembelian peralatan/
Pusaka (Paskibraka), dan perlengkapan kegiatan
lainnya penunjang, pembelian
- Karya Ilmiah; Meliputi hadiah / perhargaan dan
Kegiatan Karya [Imiah perjalanan dinas (pemberian
remaja (KIR), Kegiatan bantuan transportasi dan
penguasaan keilmuan dan akomodasi siswa dan
kemampuan akademik, pembina / pendamping.
penelitian dan lainnya - Kegiatan yang tidak di biayai
-Latihan/olah bakat/ oleh Bos Reguler
prestasi; meliputi | - Mekanisme pungutan
pengembangan bakat olah perpajakan sesuai ketentuan
raga, seni dan budaya, cinta perundang-undangan yang
alam, jurnalistik, teater berlaku.
keagamaan dan lainya atau
jenis lainnya
(Lampiran III : Peraturan
Manteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor : 62
Tahun 2014 tentang
Kegiatan ekstrakurikuler
pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah)
- Kegiatan lomba-lomba
potensi akademik dan non
akademik (Kegiatan
OSN,O2SN, FL2SN, Mata
pelajaran, Festival — festival,
dll
- Usaha Kesehatan Sekolah
3
3 | Kegiatan Ulangan harian, ulangan - ATK, cetak, foto copi,




ulangan dan
ujian

tengah semester, ulangan
akhir Sekolah, ujian

pemberian lembur

- Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler

- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku

- Honor Panitia Kegiatan dan
Koreksi Ulangan semester,
Ulangan Akhir Sekolah dan
Ujian Sekolah, yagn
dibuktikan dengan Surat
Keputusan Kepala Sekolah
dengan nilai bersaran hinir
yang diberikan

- Konsumsi (Makan Minum
Rapat) dalam kegiatan rapat
koordinasi (Persiapan,
Pelaksanaan dan Evaluasi)

Perawatan,
pemeliharaan
gedung dan
barang
inventaris

Pengecatan, perbaikan atap
bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan meubelair,
perbaikan sanitasi, perawatan
fasilitas sekolah lainnya dan
lingkungan sekolah

- Pembayaran honor pekerja
berdasarkan upah kerja
harian yang berlaku
ditempat tersebut,
dibuktikan dengan daftar
hadir. Pembelian bahan-
bahan/suku cadang.

- Kegiatan yang tidak di biayai
oleh Bos Reguler Mekanisme
pungutan perpajakan
sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku

Peningkatan
ketagwaan
terhadap Tuhan
Yang Maha Esa,
dan
pembentukan
karakter bangsa

- Kegiatan peringatan
dilaksanakan pada tingkat
satuan pendidikan (kegiatan
lomba - lomba , peningkatan
ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa dll)

- Pengiriman peserta /
kontingen / tim pada tingkat
kecamatan dan kabupaten

- Pembelian ATK, foto copi,
konsumsi, honor nara
sumber, bahan
perlengkapan, kegiatan
dekorasi, sewa peralatan/
perlengkapan, dokumentasi ,
spanduk, perjalanan Dinas

- Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler

- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku

Membantu siswa
miskin

Membebaskan biaya
pendidikan, perlengkapan dan
peralatan  sekolah  berupa
sepatu, tas sekolah , seragam
sekolah, dan peralatan
pendidikan siswa

Persyaratan :

Surat pernyataan tidak mampu
dari wali murid, siswa
berdomisili di Kabupaten
Sidoarjo

Honor Pengelola

Tim Manajemen tingkat satuan

- Ditetapkan dengan surat

Keuangan pendidikan ; honor kepala keputusan kepala sekolah.
sekolah sebagai PPTK, | - Mekanisme pungutan
bendahara pengeluaran perpajakan sesuai ketentuan
pembantu, staf administrasi perundang-undangan yang
sesuai dengan kebutuhan berlaku

Pembiayaan Pembelian ATK, penggandaan, | Mekanisme pungutan

pengelolaan dan | surat menyurat, lembur, | perpajakan sesuai ketentuan

pelaporan perjalalan dinas ke bank dan | Perundang-undangan yang

dalam rangka koordinasi /
pengiriman laporan

berlaku




9 Pembayaran Guru honorer, pegawai | Untuk memenuhi SPM
honorarium administrasi, pegawai | (standar pelayanan minimal),
bulanan guru | perpustakaan penjaga sekolah, | bila alokasi 20%  belanja
honorer dan | satpam, tenaga kebersihan pegawai untuk BOS Reguler
tenaga belum mencukupi.
kependidikan Mekanisme pungutan
honorer perpajakan sesuai ketentuan

Perundang-undangan yang
berlaku.

10 | Administrasi ke | Pengadaan buku-buku | Mekanisme pungutan
tata usahaan admnistrasi perkantoran, dll, | perpajakan sesuai ketentuan

ATK, ~cetak , foto copi, | Perundang-undangan yang
peralatan kantor berlaku

11 | Pengadaan alat | Penunjang kegiatan proses | Kegiatan yang tidak di biayai
dan bahan | belajar mengajar berupa | oleh Bos Reguler
pembelajaran pengadaan alat-alat peraga, | Mekanisme pungutan

bahan praktek dan peralatan | perpajakan sesuai ketentuan
pendidikan perundang-undangan yang
berlaku

12 | Pengembangan Pembelian Buku Teks | Mekanisme pengadaan sesuai
Perpustakaan Pelajaran Kurikulum 2013 dengan perundang-undangan

yang berlaku.

b. SD / SMP Swasta

No KomPonen Item Pembiayaan Penjelasan
Pembiayaan
1 | Kegiatan - PAKEM SD - ATK, cetak, foto copi,
Pembelajaran - Pengembangan kontekstual pemberian lembur
(SMP) - Kegiatan yang tidak di
- Pengembangan pendidikan biayai oleh Bos Reguler
karakter - Konsumsi rapat
- Pembelajaran remedial pembinaan guru dan
- Pembelajaran pengayaan tenaga administrasi
berupa snack
- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku)

2 | Pembinaan dan | - Krida ; Meliputi - Honorarium petugas,
kegiatan ekstra Kepramukaan, Latihan konsumsi, ATK, cetak,
kurikuler siswa Dasar Kepemipinan (LDKS), sewa kendaraan,

Palang Merah Remaja (PMR), dokumentasi, sewa tempat,
Pasukan Pengibar Bendera sewa peralatan, Nara
Pusaka (Paskibraka), dan sumber, pembelian
lainnya peralatan / perlengkapan
- Karya Ilmiah; Meliputi kegiatan penunjang,
Kegiatan Karya [lmiah pembelian hadiah /
Remaja (KIR), kegiatan perhargaan dan
penguasaan keilmuan dan perjalanan dinas
kemampuan akademik, (pemberian bantuan
penelitia dan lainnya transportasi dan
- Latihan/olah akomodasi siswa  dan

bakat/prestasi; meliputi
pengembangan bakat olah
raga, seni dan budaya, cinta
alam, jurnalistik, teater
keagamaan dan lainya atau
jenis lainnya

(Lampiran III : Peraturan
Manteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor : 62

pembina / pendamping.

- Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler

- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku
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Tahun 2014 tentang
Kegiatan ekstrakurikuler
pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah)

- Kegiatan lomba-lomba
potensi akademik dan non
akademik (kegiatan
OSN,O2SN, FL2SN, mata
pelajaran, festifal —
festifal,dll

- Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)

Kegiatan
ulangan dan
ujian

Ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan
akhir sekolah, ujian

ATK, cetak, foto copi,
pemberian lembur
Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
Honor Panitia Kegiatan
dan Koreksi Ulangan
semester, Ulangan Akhir
Sekolah dan Ujian
Sekolah, yagn dibuktikan
dengan Surat Keputusan
Kepala Sekolah dengan
nilai bersaran hinir yang
diberikan

Konsumsi (Makan
Minum Rapat) dalam
kegiatan rapat koordinasi
(Persiapan, Pelaksanaan
dan Evaluasi)

Perawatan,
pemeliharaan
gedung dan
barang
inventaris

Pengecatan, perbaikan atap
bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan
meubelair, perbaikan
sanitasi, perawatan fasilitas
sekolah lainnya dan
lingkungan sekolah

Pembayaran honor
pekerja berdasarkan
upah kerja harian yang
berlaku ditempat
tersebut, dibuktikan
dengan daftar hadir.
Pembelian bahan-
bahan/suku cadang.
Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan  Perundang-
undangan yang berlaku

Peningkatan
Ketagwaan
Terhadap Tuhan
Yang

Maha Esa, dan
Pembentukan
Karakter
Bangsa

- Kegiatan peringatan
dilaksanakan pada tingkat
satuan pendidikan (Kegiatan
lomba — lomba , peningkatan
ketagwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa dll)

- Pengiriman peserta /
kontingen / tim pada tingkat
kecamatan dan kabupaten

Pembelian ATK, foto copi,
konsumsi, honor nara
sumber, bahan
perlengkapan kegiatan,
dekorasi, sewa peralatan/
perlengkapan,
dokumentasi ,
Perjalanan Dinas
Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku

spanduk,




6 Membantu Membebaskan biaya | Persyaratan :

Siswa Miskin pendidikan, perlengkapan dan | Surat keterangan tidak
peralatan  sekolah  berupa | mampu (SKTM)
sepatu, tas sekolah , seragam | RW/kelurahan tempat tinggal
sekolah, dan peralatan | siswa, siswa berasal dari
pendidikan siswa kabupaten Sidoarjo

7 Honor Pengelola | Tim manajemen tingkat | - Ditetapkan dengan surat

Keuangan satuan pendidikan ; honor tim keputusan kepala sekolah.
manajemen sesuai dengan | - Mekanisme pungutan
kepatutan dan kewajaran perpajakan sesuai

ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku
8 Pembiayaan Pembelian ATK, penggandaan, | Mekanisme pungutan
pengelolaan dan | surat menyurat, lembur, | perpajakan sesuai ketentuan
pelaporan perjalalan dinas ke bank dan | Perundang-undangan yang
dalam rangka koordinasi / | berlaku
pengiriman laporan
9 Pembayaran Guru honorer, pegawai | Untuk memenuhi SPM
honorarium administrasi, pegawai | (standar pelayanan minimal),
bulanan guru | perpustakaan penjaga sekolah, | dan  tidak  dipergunakan
honorer dan | satpam, tenaga kebersihan untuk memberikan
tenaga tunjangan-tunjangan  yang
kependidikan berupa tugas tambahan
honorer (Tunj. Kepala sekolah, wali
kelas dll)
(Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
Perundang-undangan yang
berlaku)
10 | Administrasi ke | Pengadaan buku-buku | Mekanisme pungutan
tata usahaan admnistrasi perkantoran, dll, | perpajakan sesuai ketentuan
ATK, cetak Foto copi, | Perundang-undangan  yang
Peralatan kantor berlaku
11 | Pengadaan Penunjang kegiatan proses |- Kegiatan yang tidak di
sarana belajar mengajar berupa biayai oleh Bos Reguler
prasarana pengadaan alat-alat peraga, | - Mekanisme pungutan
sekolah bahan praktek dan peralatan perpajakan sesuai
pendidikan , ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku
12 | Pengembangan Pembelian Buku Teks | Mekanisme pengadaan
Perpustakaan Pelajaran Kurikulum 2013 sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.
c. Madrasah Ibtidaiyah (MI) / Madrasah Tsanawiyah (Mts)
No Komponen Item Pembiayaan Penjelasan
Pembiayaan
1 | Kegiatan - PAKEM SD - ATK, cetak, foto copi,
Pembelajaran - Pengembangan kontekstual pemberian lembur
(SMP) - Kegiatan yang tidak di
- Pengembangan pendidikan biayai oleh Bos Reguler
karakter -  Konsumsi rapat
- Pembelajaran remedial pembinaan guru dan
- Pembelajaran pengayaan tenaga administrasi
berupa snack
- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku)
2 | Pembinaan dan Krida ; Meliputi - Honorarium petugas,
kegiatan ekstra Kepramukaan, Latihan konsumsi, ATK, cetak,
kurikuler siswa Dasar kepemipinan (LDKS), sewa kendaraan,
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Palang Merah Remaja (PMR),
Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka (Paskibraka), dan
lainnya
- Karya [lmiah; Meliputi
Kegiatan Karya [lmiah
Remaja (KIR), Kegiatan
penguasaan keilmuan dan
kemampuan akademik,
penelitia dan lainnya

Latihan/olah
bakat/prestasi; meliputi
pengembangan bakat olah
raga, seni dan budaya, cinta
alam, jurnalistik, teater
keagamaan dan lainya atau
jenis lainnya

(Lampiran III : Peraturan
Manteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI Nomor : 62
Tahun 2014 tentang
Kegiatan ekstrakurikuler
pada pendidikan dasar dan
pendidikan menengah)

Kegiatan lomba-lomba
potensi akademik dan non
akademik
- Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS)

dokumentasi, sewa tempat,

sewa peralatan, Nara
sumber, pembelian
peralatan / perlengkapan
kegiatan penunjang,
pembelian hadiah /
perhargaan dan
perjalanan dinas
Pemberian bantuan
transportasi dan
akomodasi  siswa dan

pembina /Pendamping.

Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler

Konsumsi rapat
pembinaan guru dan
tenaga administrasi
berupa snack
Mekanisme pungutan

perpajakan sesuai
ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku

Kegiatan
ulangan dan
ujian

Ulangan harian, ulangan
tengah semester, ulangan
akhir sekolah, ujian

ATK, cetak, foto copi,
pemberian lembur
Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan perundang-
undangan yang berlaku
Honor Panitia Kegiatan
dan Koreksi Ulangan
semester, Ulangan Akhir
Sekolah dan Ujian
Sekolah, yagn dibuktikan
dengan Surat Keputusan
Kepala Sekolah dengan
nilai bersaran hinir yang
diberikan

Konsumsi (Makan
Minum Rapat) dalam
kegiatan rapat koordinasi
(Persiapan, Pelaksanaan
dan Evaluasi)

Perawatan,
pemeliharaan
gedung dan
barang
Inventaris

Pengecatan, perbaikan atap
bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan meubelair,
perbaikan sanitasi, perawatan
fasilitas sekolah lainnya dan
lingkungan sekolah

Pembayaran honor pekerja
berdasarkan upah kerja
harian yang berlaku
ditempat tersebut,
dibuktikan dengan daftar

hadir. Pembelian bahan-
bahan/suku cadang.

Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan Perundang-




undangan yang berlaku

S Peningkatan - Kegiatan Peringatan | - Pembelian ATK, foto copi,
ketagwaan dilaksanakan pada tingkat konsumsi, honor nara
terhadap Tuhan satuan pendidikan (Kegiatan sumber, bahan
Yang Maha Esa, lomba - lomba , peningkatan perlengkapan kegiatan,
dan ketagwaan kepada Tuhan dekorasi, sewa peralatan/
pembentukan Yang Maha Esa dll) perlengkapan,
karakter bangsa | - Pengiriman peserta / dokumentasi , spanduk,

kontingen / tim pada tingkat Perjalanan Dinas
kecamatan dan kabupaten - Kegiatan yang tidak di
biayai oleh Bos Reguler
- Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai
ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku

6 Membantu siswa | Membebaskan biaya | Persyaratan :
miskin pendidikan, perlengkapan dan | Surat keterangan tidak

peralatan  sekolah  berupa | mampu (SKTM)
sepatu, tas sekolah , seragam | /RW/kelurahan tempat
sekolah, dan peralatan | tinggal siswa, siswa berasal
pendidikan siswa dari kabupaten Sidoarjo

7 Honor pengelola | Tim Manajemen tingkat satuan | Ditetapkan dengan  surat
keuangan pendidikan honor tim | keputusan kepala

manajemen sesuai dengan | sekolah/madrasah

kepatutan dan kewajaran (mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
perundang-undangan  yang
berlaku)

8 | Pembiayaan Pembelian ATK, penggandaan, | Mekanisme pungutan
pengelolaan dan | surat menyurat, lembur, | perpajakan sesuai ketentuan
pelaporan perjalalan dinas ke bank dan | perundang-undangan yang

dalam rangka koordinasi / | berlaku
pengiriman laporan

9 Pembayaran Guru honorer, pegawai | Untuk memenuhi SPM
honorarium administrasi, pegawai | (standar pelayanan minimal),
bulanan guru | perpustakaan penjaga sekolah, | dan tidak  dipergunakan
honorer dan | satpam, tenaga kebersihan untuk memberikan
tenaga tunjangan-tunjangan  yang
kependidikan berupa tugas tambahan
honorer (Tunj. kepala sekolah, wali

kelas dll)
(Mekanisme pungutan
perpajakan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang
berlaku)

10 | Administrasi ke | Pengadaan buku-buku | Mekanisme pungutan
tata usahaan admnistrasi perkantoran, dll, | perpajakan sesuai ketentuan

ATK, cetak Foto copi, | Perundang-undangan  yang
peralatan kantor berlaku

11 | Pengadaan Penunjang kegiatan proses | (Kegiatan yang tidak di biayai
sarana belajar mengajar berupa | oleh Bos Reguler).
prasarana pengadaan alat-alat peraga, | Mekanisme pungutan
sekolah bahan praktek dan peralatan | perpajakan sesuai ketentuan

pendidikan , perundang-undangan yang
berlaku

12 | Pengembangan Pembelian Buku Teks | Mekanisme pengadaan
Perpustakaan Pelajaran Kurikulum 2013 sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.




E.Perpajakan

1. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan Penyediaan Dana
Pendamping Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD,MI,SDLB,SMP,SMPLB,MTs
Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 untuk pembelian
barang (ATK, peralatan kantor, penggandaan, bahan bangunan, pembelian hadiah
lebih dari Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 2.000.000,- dan bukan merupakan jumlah
yang dipecah-pecah dikenakan PPN sebesar 10%, pembelian diatas Rp.
2.000.000,- dikenakan PPN sebesar 10% dan PPh psl 22 sebesar 1,5% dari nilai
pembelian dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik toko
dan menyetorkan ke kas negara.

2. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan pemberian honor :

a. Atas pembayaran honor-honor, kesejahteraan, uang lelah dan transport kepada
guru non PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 80
Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh pasal 21 sebesar 5%
dari jumlah bruto;

b. Atas pembayaran honor kepada guru PNS golongan IV harus dipotong PPh pasal
21 yang bersifat final sebesar final sebesar 15% dari jumlah honor;

c. Atas pembayaran honor kepada guru PNS golongan IIl harus dipotong PPh pasal
21 yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah honor;

d. Atas pembayaran honor kepada guru PNS golongan IID ke bawah tidak
dilakukan pemotongan PPh pasal 21.

3. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan jasa katering/konsumsi :
a. Atas pembelian konsumsi untuk kegiatan di sekolah berapapun nilainya

dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan undang-undang No. 7 tahun 1983
tentanh PPh dan Permenkeu RI nomor 244 /pmk/2008 tentang jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak
termasuk Pajak Restoran.

b. Dalam hal penerima imbalan sehubungan dengan jasa tidak memiliki Nomor
Pokok wajib Pajak (NPWP), bisa pakai NPWP Bendahara/sekolah besar tarif
pemotongan lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaiman
dimaksud pada huruf a.

4. Kewajiban perpajakan yang terkait dengan penggunaan jasa sewa :

a. Atas pembayaran jasa sewa gedung/bangunan, ruangan, dikenakan PPh pasal
23 sebesar 10% dari nilai nominal

b. Atas pembayaran sewa kendaraan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2%

c. Atas pembayaran sewa tenda, kursi, komputer/sound system dikenakan PPh

pasal 23 sebesar 2%

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH















